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Mere but 
Kedaulatan 
Perempuan 



Berbagai penindasan terhadap perempuan di atas menjadi 
tantangan yang sangat besar bagi perempuan untuk dapat 
memiliki kedaulatan. Perempuan terus menerus dikotrol, 
baik oleh sistem sosial dan praktiknya, interpretasi agama, 
budaya, maupun kebijakan-kebijakan negara. Dengan 
dernikian, perempuan perlu melawan penindasan yang 
dihadapi untuk merebut kembali kedaulatannya atas tubuh, 
pikiran, ruang gerak dan hasil kerjanya. 

Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan seringkali 
juga dilanggengkan melalui budaya. Sunat Perempuan 
misalnya, secara nyata merupakan praktik sis tern sosial dari 
budaya patriarki yang menindas seksualitas perempuan. 
Situasi di atas semakin diperburuk oleh legitimasi negara 
melalui kebijakan-kebijakannya yang mendiskriminasi 
perempuan. Tercatat hingga 2016, ada 421 kebijakan 
diskriminatif telah disahkan dan diimplementasikan di 
Indonesia serta berdampak langsung terhadap masyarakat 
khususnya perempuan. Di antaranya, Peraturan Daerah No. 6 
tahun 2014 tentang Hukum Pidana (Qanun Jinayah) di Aceh, 
Peraturan Desa No. 5 tahun 2006 tentang Hukum Cambuk di 
desa Padang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, 
Peraturan Daerah No. 18 tahun 2014 tentang Etika 
Berbusana di Kata Kendari, dan lain sebagainya. 

Hingga saat ini, perempuan masih mengalami berbagai 
kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai aspek dan 
konteks. Kekerasan seksual, Perkawinan anak, dan poligami 
terus menjadi praktik di masyarakat dengan angka yang 
cukup tinggi. Angka kekerasan terhadap perempuan juga 
terus meningkat. Sebagaimana data Catatan Tahunan Komnas 
Perempuan menyatakan peningkatan paling signifikan kasus 
kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011 sampai 
2012 mencapai 35%, sedangkan dari tahun 2014 sampai 
2015 meningkat sebanyak 9%. Sebaliknya, upaya 
perlindungan perempuan masih belum menjadi prioritas. 
Bahkan, tindakan represif sekelompok orang yang intoleran 
dan tak jarang menyasar perempuan dibiatkan terus terjadi. 
Sebagai contoh, sekelompok orang yang menamakan diri 
Gerakan Menutup Aurat (GEMAR) di Yogyakarta kerap 
memaksa perempuan untuk mengenakan jilbab di ruang 
publik maupun dari rumah ke rumah warga. 
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